
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun,
dan Penerima Tunjangan Tahun 2022;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas

kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima .Pensiun,

dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, perlu dibentuk

Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas

Kepada Aparatur Sipil Negara, Pensiunan Dan Penerima

Pensiun Tahun 2022 yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur
Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022;

Menimbang

BUPATIKUNINGAN,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAANPEMBERIANTUNJANGANHARIRAYA
DANGAJI KETIGABELAS KEPADAAPARATURSIPIL NEGARA,

PENSIUNANDANPENERIMAPENSIUN TAHUN2022 YANGBERSUMBER
DARIANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH

TAHUNANGGARAN2022

.-TENTANG

PERATURANBUPATIKUNINGAN
NOMOR3:STAHUN2022

BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga

Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai

Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina

kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya

disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat

tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanijian kerja untuk jangka

waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

3. Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada

lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta

lembaga negara penunjang fungsi alat kelengkapan negara, bertugas

menjalankan fungsi untuk dan atas nama negara sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang- undangan.

4. Pensiunan adalah Aparatur Negara yang telah purna tugas dan diberi

penghargaan atas pengabdiannya kepada Negara berupa manfaat

pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Penerima Pensiun adalah ahli waris yang sah dari Aparatur Negara

atau pensiunan, dan diberikan manfaat pensiun sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

Pasall

BAB I

KETENTUANUMUM

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS

PELAKSANAANPEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADAAPARATURSIPIL

NEGARA, PENSIUNAN DAN PENERIMA PENSIUN

TAHUN 2022 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN2022.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:



Pasa13

(1) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri

atas:

a. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah; dan

b. Bupati dan Wakil Bupati.

(2)Pensiunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri atas:

a. Pensiunan PNS; dan

b. Pensiunan Pejabat Negara.

(3) Penerima Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri

dari:

a. Penerima Pensiun Jandaj Duda atau Anak dari PNSyang meninggal

Dunia atau Tewas;

b. Penerima Pensiun Orang Tua dari PNS yang Tewas yang tidak

mempunyai Istri/ Suami dan Anak;

c. Penerima Pensiun .Janda/Duda atau Anak dari Pejabat Negara yang

Meninggal Dunia atau Tewas; atau

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun Anggaran 2022
diberikan kepada:
a. PNS dan Calon PNS;
b. PPPK;
c. Pejabat Negara;
d. Pensiunan; dan
e. Penerima Pensiun.

Pasa12

BABII

PEMBERIANTUNJANGANHARIRAYADANGAJI KETIGABELAS

7. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah

dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna AnggaranjKuasa Pengguna

Anggaran (PAjKPA)atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan

dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

atau dokumen lain yang dipersamakan.

8. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D

adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)selaku Bendahara Umum Daerah

(BUD) untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan SPM.



(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS dan PPPKterdiri
atas:
a. Gaji Pokok;
b. Tunjangan Keluarga;
c. Tunjangan Pangan;
d. Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum;dan
e. Tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) bagi

instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan
penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal
daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan.

Sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

(2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Calon PNS terdiri
atas:
a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
b. Tunjangan Keluarga;
c. Tunjangan Pangan;
d. Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum;dan
e. Tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) bagi

instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan
penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal

Pasal5

BABIII

PEMBAYARANTUNJANGANHARIRAYA

(1) Tunjangan Hari Raya bagi pensiunan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (2) diberikan jika PNS atau Pejabat Negara yang

bersangkutan pensiun terhitung mulai tanggal 1 Mei 2022.

(2) Gaji Ketiga Belas bagi pensiunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 ayat (2) diberikan jika PNS atau Pejabat Negara yang bersangkutan

pensiun terhitung mulai tanggal 1 Juli 2022.

(3) Tunjangan Hari Raya bagi penerima pensiun sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (3) diberikan jika PNS atau Pejabat Negara yang

bersangkutan masih mendapatkan gaji indukpada bulan April 2022.

(4) Gaji Ketiga Belas bagi penerima pensiun sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (3) diberikan jika PNS atau Pejabat Negara yang

bersangkutan masih mendapatkan gaji induk pad a bulan Juni 2022.

Pasal4

d. Penerima Pensiun Orang Tua dari Pejabat Negara yang Tewas dan

Tidak mempunyai Istrij Suami dan Anak.



(1) Pemerintah Daerah melakukan pembayaran untuk:

a. Tunjangan Hari Raya:
1) Paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya;
2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya be1um dapat dibayarkan,

Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari
Raya;dan

3) Besaran Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan didasarkan
komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan April Tahun
2022.

b. Gaji Ketiga Belas:
1) Paling cepat pada bulan Juli Tahun 2022;
2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas be1um dapat dibayarkan, Gaji

Ketiga Be1as dapat dibayarkan sete1ah bulan Juli Tahun
2022;dan

3) Besaran Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan didasarkan
komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Juni Tahun
2022.

Pasa16

daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan.

Sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

(3) Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Gaji Ketiga Belas bagi Bupati dan
Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b,
terdiri atas:
a. Gaji Pokok;
b. Tunjangan Keluarga;dan
c. Tunjangan Jabatan.
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala
daerah.

(4) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar

akumulasi dari uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan

Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(5) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak diberikan kepada

PNS pada instansi daerah dalam hal sedang cuti diluar tanggungan

daerah atau sebutan lain atau ditugaskan di luar instansi daerah yang

gajinya dibayar oleh instansi daerah.



Terhadap Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan

pembulatan sebagaimana mestinya.

Pasal10

Pasal9

(1) Dalam hal Penerima Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu)

Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya

1 (satu) Tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar.

(2) Dalam Hal Penerima Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu]

Gaji Ketiga Belas, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu)

Gaji Ketiga Belas yang nilainya paling besar.

Pasal8

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Be1asyang dibayarkan APBD tidak

termasuk tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru PNS, tambahan

penghasilan bagi guru PNS, tunjangan khusus provinsi Papua, tunjangan

pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah

terpencil dan tunjangan atau insentif yang ditetapkan peraturan

perundang- undangan.

(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5, tidak dikenakan potongan iuran dan/ atau potongan

lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 7



BAB IV

PENGENDALIANINTERNAL

Pasal14

Pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari

Raya dan Gaji Ketiga Belas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Tatacara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP),

SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas berpedoman

pada peraturan yang berlaku.

Pasal13

Pasal 12

(1) Pejabat Penanda Tangan SPM mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya

dan SPMGaji Ketiga Belas kepada BPKAD.

(2) SPM Tunjangan Hari Raya dan SPM Gaji Ketiga Belas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) yaitu SPMGaji untuk pembayaran gaji pokok,

tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan jabatan atau

tunjangan umum.

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dibebankan pad a DPA satuan kerja

berkenaan.

Pasal 11
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Diundangkan di Kuningan
pada tanggal /t/ - f . :J.o:Z:2..

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal / !J' - -7- 20.).<-

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pad a tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kuningan.

BABV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal15


